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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 
MANAJEMEN PERUBAHAN 

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2012-2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 61 Tahun 2012 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-
2014, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi tentang Manajemen Perubahan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Tahun 2012-2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2010-2014; 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 
Tahun 2012; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2012 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2012-2014. 

Pasal 1 
Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut 
Manajemen Perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan 
ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 2 
Manajemen Perubahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 berlaku 
sebagai panduan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014. 

Pasal 3 
Manajemen Perubahan dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian, 
sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugasdan fungsi Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Januari 2013 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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